PROVINSI SUMATERA SELATAN .

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR..F..TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Menimbang :

Mengingat

QTR F

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan pelayanan dibidang kesehatan hewan kepada
masyarakat melalui status kesehatan hewan nasional
untuk mencapai kondisi kesehatan, produksi. dan

produktivitas hewan meningkat secara optimal;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; '

bahwa untuk melaksanakan Surat Rekomendasi Gubernur
Sumatera Selatan Nomor 061/3093 /VI/2017. tanggal 19
Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembentukan

Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);



-2

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan
Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 5356};

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun
2013 tentang Pemberdayaan Peternakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 06, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 5391});

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit
Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
02/Permentan/0T.140/1/2010 tentang Pedoman
Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 51);

Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi
Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
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10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang

11.

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Bayuasin Tahun 2016 Nomor 9);

Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi
Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2016 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin.
Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan yang
selanjutnya di singkat UPT Puskeswan unit organisasi yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya
disingkat Kepala UPT adalah kepala UPT Pusat Kesehatan
Hewan Pertanian Pada Dinas Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin.



10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk
melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara
langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan
kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan
dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan
kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan
penyakit hewan, penoclakan penyakit, medik reproduksi,
medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan
hewan, serta keamanan pakan.

Tenaga Medik Kesehatan Hewan adalah Dokter Hewan yang
bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan di
bidang kesehatan hewan di Puskeswan.

Dokter Hewan adalah orang vang memiliki profesi di bidang
kedokteran hewan dan kewenangan medik venteriner dalam
melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.

Medik Venteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik
kedokteran hewan.

Medik Reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam
menyelenggarakan kesehatan hewan dibidang reproduksi
hewan.

Tenaga Paramedik Kesehatan Hewan adalah paramedik
yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dokterhewan
di Puskeswan.

Wilayah kerja pelayanan adalah wilayah yang ditetapkan
oleh pemerintah untuk keperluan penetapan izin praktek
dan/atau pelayanan kesehatan hewan.

Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan
yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses
degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan,
investasi parasit, dan infeksi mikro organisme patogen

seperti virus, bakteri, cendawan dan rickettsia.
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17. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan
antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan
dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui
kontak langsung atau tidak langsung dengan media
perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan,
peralatan, dan manusia, atau dengan media perantara
biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur.

18. Penyakit hewan strategis adalah penyakit hewan yang dapat
menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat,
dan/atau kematian hewan yang tinggi.

19. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan
kepada manusia atau sebaliknya.

20. Kesehatan masyarakat venteriner adalah segala urusan
yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang:
secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi
kesehatan manusia.

21.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau
sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air,
dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di
habitatnya.

22.Ternak adalah hewan peliharaan yang produkya
diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku
industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait
dengan pertanian.

23. Pet Animal adalah hewan kesayangan.

BAB I
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Puskeswan
pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Kabupaten Musi Banyuasin.



-6 -

(2) UPT Puskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai wilayah kerja dalam Kabupaten Musi
Banyuasin yang berkedudukan di Kelurahan Serasan Jaya

Kecamatan Sekayu.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3
(1) UPT Puskeswan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.

(2) UPT merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4
UPT Puskeswan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
teknis operasional danyatau kegiatan teknis penunjang serta
urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas di

bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5
(1) Susunan organisasi UPT Puskeswan Kelas A terdiri dari :
a. Kepala UPT;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Bagan Susunan Organisasi UPT adalah sebagaimana
tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Kepala UPT Puskeswan mempunyai tugas melaksanakan

pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan kesehatan

masyarakat veteriner diwilayah kerjanya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, Kepala UPT Puskeswan mempunyai fungsi sebagai
berikut:

a.

penyusunan, perencanaarn, pelaksanaan serta
pengevaluasian kegiatan pelayanan kesehatan hewan di
wilayaﬁ kerjanya;

pembinaan pegawai di Puskeswan; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a.

(2)

menyusun perencanaan keuangan, kepegawaian,
perlengkapan serta administrasi pelaporan UPT Puskeswan,
dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu
dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT sesuai
dengan keahlian yang dimiliki.
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :
a. Medik Veteriner;
b. Paramedik Veteriner; dan
c. Jabatan Fungsional lainnya yang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.



-8-

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban

kerja.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Kepala UPT, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan
oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris
Daerah.

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan
sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kepala UPT merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan
Pengawas, Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon

IV.b atau jabatan Pengawas.

BAB VII
KEUANGAN

Pasal 11
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten.
Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPT, Kepala
Subbagian dan Jabatan Fungsional menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam

lingkungan intern maupun dengan organisasi induknya.
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(2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta
memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan
tugas.

(3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan
UPT bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing

secara berjenjang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini
sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih

lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI MUSI BANYUASIN

dp H. DODI REZA ALEX NOERDIN

4

Diundangkan di Sekayu

pada tanggal

q danuon 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN

SI BANYUASIN,

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR...‘:}T .



Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : % Tahun 2018
Tanggal : 4 Jdanvwatv 9018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA UPT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUB BAGIAN

TATA USAHA

BUPATI MUSI BANYUASIN%

W H. DODI REZA ALEX NOERDIN
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